PERATURAN BUPATI GARUT
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA

Mengingat

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Momor

10 Tahun 2008 tenfang Pembentukan Struklur Organisasi Badan
Pengelola Keuangan Daerah, peru dilakukan penyusunan kembali
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kera Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Ganut;

. bahwa untuk maksud tersebut pada hurnef a di atas, peru ditetapkan

dengan Peraturan Bupall.

. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

deersh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1850);

. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1874
Homor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3041) sebagaimana telah disbah dengan Undang-Undang Momor 43
Tahun 1990 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1898 Nomor
165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 3280),

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republk Indonesia Tahun 1989 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara

[Lambaran Megara Republk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonasia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Megara Republik Indonesia Taehun 2004 MNomor 5,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4355);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenfang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Tahun 2004 MNomor 125 Tambahan Lembaran
Megara Momor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tenfeng Penetapan Peraturan Pemeriniah
Pengganli Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005 tenlang Perubahan
Undang-Uindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 108, Tambahan Lembaran Megara Republik ndonesia
MNomar 4548);

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Megara Repulblik Indonesia Momor 4438);

Peraturan Pemeniniah Nomor 25 Tahen 2000 tentang Kewenangan
Pemerinteh dan Kewenangan Propingi Sebagal Daarah Otonom
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraluran Pemeriniah Momor & Tahun 2002 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 20083 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4246},

Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran HNegara Republik
Indonasia Tahun 2005 MNomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502},

Peraturan Pemenintah MNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah
({Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005
Momor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4578

Peraturan Pemerintah Momor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Mikk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 MNomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Momaor 4609);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor § Tehun 2002 tentang

Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Dasrah Tahun 2002
Memor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Momor 3 Tahwn 2005 teniang

17.

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Dasrah Tahun
2005 Nomor 12):

Peraturan Dasrah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Strukiur
Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupalen Garul
{Lembaran Daerah Tahun 2008 Normor 20).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAMN BUPATI GARUT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DANM TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GARUT.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Ganut,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemenntahan daerah.
3. Bupal adalah Bupat Garul.

4. Desantralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintghan oleh Pemerinlah kepada
deerah otonom untuk mengetur dan mengurus urusan pemenntah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonasia.

2. Otlonomi Deerah adalah kewenangan dastah otonom wnfuk mengatur dan mengurus
kapantingan masyarakat satempat menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi
masyarakal sesuai dengan peraluran perundang-undangan,

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakal hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengalur dan mengurus kepentingan
masyarakal setempat menurut prakarsa sendiri berdasarken aspirasi masyarakat dalam
ikatan Megara Kesaluan Republik Indonesia;

7. Perangkat Daerah adaah Organisasilembaga pada Pemerintah Daarah  yang
bertanggung jewab kepada Kepsla Daersh dan membantu Kepala Dasrah dalam
menyeienggarakan pemerntahan yang terdin atas Sekratarial Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Tekniz Dasrah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebuluhan daerah,

&. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya disebut BPED adalah Badan
Pangelala Keuangan Daarah Kabupalen Garul

%. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut

BAEI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

(1) BPKD merupakan unsur penunjang pemarintahan dasrah dipimpin oleh secrang Kepals
Badan yang berada di bawah dan bartanggung jawab kepada Bupali melalui Sekretaris

(2) Struktur Organisasi BPKD adalah sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008,
BABN
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pazal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.



(2} Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepaka Badan
mampunyai fungsi :

b.

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapalan dan Befanp Daerah dan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangks perianggungiewaban
pelaksanaan Anggaran Pandapatan dan Balanja Daerah:

. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;

d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
e, pengkoordinasian, pangendalian dan fasiitasi tugas Bidang Pandapalan, Parancanasn

dan Anggaran Belanja serta Kekayaan;
pmgﬂnum sumbar daya aparaiur, Keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah

p-alalu-anaan koordinasi dan kerjasama delam rangke penyelenggaraan fugas.

(3] Uraian tugas Kepala Badan :

b.

k.

merumuskan kebyakan teknis pengelolaan keuangan deerah berdasarkan visi dan misi
serta tugas pokok dan fungsi BPED,

merumuskan sasaran dan program kera bidang pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan kebijakan leknis BPKD;

. mandistribusikan tugas kepada para bawahan secara fisan maupun ferulls sesuai

bidang tugas masing-masing;

. mengkoordinasikan pelaksanaan fugas para bawahan medalui rapat-rapat intem dan

petunjuk langsung untuk kelerpaduan pelaksanaan tugas,

. meémbina para bawahan sesual ketentuan pengelolasn keuangan daerah unluk

peningkatan kualitas dan karer para bawahan;
mengadakan konsultasi lugas dengan pihak-pikak yang terkait baik teknis maupun

administratif, unfuk keserasian dan kehammonisan pelaksanaan fuges pokok dan fungsi
BPKD;

. memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja BPKD,
. memeriksa konsep-konsep naskeh dines yang digjukan oleh bawahan wntuk

ditandatangani;

mengevaluasi pelaksanaan tuges pera bawahan uniuk mengetahui prestasi kerjanya
dan upaya tindak lanjut;

malaporkan pelaksanaan fugas BPKD baik sacara lisan, tertulis, berkala maupuon
insidental kepada Bupati melalui Sekretaris Daarah;

mambeari saran dan partimbangan kepada atasan yang manyangkut bidang tugas;

melaksanakan fugas-fugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang
tugasnya.

{4) Kapala Badan mambawahi :

a
b

c.

Sakratariat;
Bidang Pendapatan;
Bidang Perencanaan dan Anggaran;

d. Bidang Belanja;
e Bidana Eskavaan:



Bagian Hedua
Sekratariat
Pasal 4
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bartanggung

jawab kepada Kepala Badan serta mempunyai fugas pokok menyusun dan
melaksanakan urusan umum, keuangan, kepagawaian dan parengkapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretans
rrempunyal fungsi :
a. panyusunan program kerja dan pengendalian kesekretariatan;
b. perwelenggaraan unusan umum, keuangan, kepegawalan dan perengkapan;

. penyelenggaraan koordinasi dan kerasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretaris :
a. menyusun program kedja sekretaniat berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran BFRD
serta kondisi dinamis masyarakat;
b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan rmaupun tertulis sesuai
dengan bidang tugasnya;

c. mamber patunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para
bawahan;

d. menyekia kegialan para bawahan di lingkungan sekretariat untuk mengetahui
kesasuaiannya dengan rencana kera;

&. mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan rencana karja yang telah
ditetapkan;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahul prestasi kena;

g. memenksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk
rmemperoleh konsep surat dinas yang benar;

h. melaporkan pelaksanaan tegas sekretariat baik secara lisan, terfulis, berkala maupun
insidental kepada atasan;

i. memberi saran dan partimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
{4) Sekrataris membawahi :
a. Sub Bagian Umurm;
b. Sub Bagian Keuangan;
¢. Sub Bagian Kepegawalian.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Fasal §

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
beranggungjawab kepada Sekretaris, mempunyal tugas pokok  melaksanakan
pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, humas dan profokol,
perlengkapan dan rumah tangga BPKD.



(2) Dalam melaksanskan luges pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Urmum mampunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengedolasn data urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
humas dan protoked, perengkapan sena rumah tangga BPED,

b, pelaksangan koordinasi untuk kelancaraan pelaksanaan fugas.
(3} Uraign Tugas Kepala Sub Bagian Umum ;
a. mengumpulkan dan mengolah data wusan umum sebagal bahan penyusunan
rencana kegiatan;
b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-
masing,
¢ member pelunjuk kepada para bawahan uniuk kelancaran pelaksanaan tugas;
memenksa hasil kerja para bawahan dan menyelia kegialan para bawahan di

lingkungan Sub Bagian Umum unfuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana
kerja;

e, mengarahkan pelaksanaan tugas pars bawahan berdasarkan rencana kera yang
Ielah ditetapkan;

f. meangevaluasi palaksanaan fugas para bawahan untuk mengatabui prestasi kerja;

g. menyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas vang diajukan oleh
bawahan uniuk mempercleh konsep yang benar;

h. melaporkan palaksanaan lugas uresan umum baik secara lisan, teriuls, berkala
maupun ingidental kepada alasan;

i. memberi saran dan perimbangan kepada atasan sesual bidang lugasnya;

. melaksangkan tugas-tugas lain vang diberikan oleh alasan sesual dengan bidang
lugasnya,

o

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

{1} Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang barada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretars, mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan adminstrasi keuangan.

{2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi

a. pemnyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanga rutin
daerah ingkup BPKD;

b. pelaksanaan leknis administrasi keuangan.
{3) Uraian fugas Kepala Sub Bagian Keuangan :
a. mengumpulkan dan mengolah data keuangan sebagai behan pemyusunan rencana
kegiatan;
b. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang fugas masing-masing;

. memben pefunjuk kepada para bewshan sesusi ketentuan yeng bereku wntuk
kelancaran pelaksangan tugas;

d memenksa hasil kena para bawahan soar sesusl denaan rencana & erda:
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g manyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan bawahan
untuk mempercleh konsep vang benar;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas urusan keuangan sesuai dengan rencana karja;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Baglan Kepagawalan
Pasal T
{1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawsh dan beranggungjawab kepada Sekretaris, mempunyal fugas pokok
malaksanakan pangelolaan urusan administrasi kapagawaian BPED,

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sabagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Kepagawaian mempunyal fungsi ;
a. pengumpulan dan pengelolaan data urusan administras| kepagawatan BPKD;
b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian BPKD.
{(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian ;
a. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian sebagal bahan penyusunan
rencana kegiatan;
b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-
maging,
c. member petunjuk kepada para bawahan sesuai ketenfuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan bigas;

d. memeriksa hasil kerja para bawashan dan menyelia kegiatan para bawahan di
lingkwngan Sub Bagian Kepegawaian untuk mengetahul kesesuaiannya dengan
rencana kerja;

e, mengarshkan pelaksanaan tugas para bawahan bardasarkan réncana kera yang
telah ditetapkan;

mengevaluasi pelaksanaan lugas bawahan untuk mengetahui prestasi kera;

g. menyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang digjukan oleh
bawahan unluk memperoleh konsep yang banar:

h. melaporkan pelaksanasan lugas uwrusan kepegawmian beik secara lizan, tertulis,
berkala maupun insidental kepada atasan;

i, memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesual bidang tugasnya;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
fugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan
Pasal 8
(1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai lugas pokok melaksanakan
pangahhia:n pendapatan daerah yang melputi pendataan penetapan, parimbangan serta
penagihan.
(2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
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a. penyusunan dan pengolahan data serta penylapan rencana kebijakan Pajak Daerah
dan perimbangan;

b. perencanaan dan pengendalian kegiatan pendataan penetapan dan penagihan Pajak
Caerah serta perimbangan;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi ke tingkatl pusat dan propinsi untuk optimalisasi pendapatan;

d. pemungutan pajak yang meliputi rangkaian kegiatan penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarmnya pajak terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

{3} Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan :

a. menyusun program kera Bidang Pendapatan berdasarkan kebfjakan teknis dan
sasaran BPKD serta kondisi dinamis masyarakat;

b. menganalisa koniribusi pendapatan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);

¢. menggali dan mengembangkan patensi Pajak Dasrah dan perimbangan;

d. mengoreksi dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keletapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
dan Surat Tagihan Pajak Daerah (3TPD) sesual ketentuan;

e. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan
pajak vang disampaikan alah Wajib Pajak:

f. melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan penghargaan termasuk penerapan
sanksi bagi para pelanggar pajak;

g. mengalokaskan sarana‘prasarana serta meningkatkan sumber daya aparatur
pengelola pajak |

h. menyelia kegiatan para bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan untuk mengatahui
kesasuaiannya dengan rencana kerja ;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kera;

j- menyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas vang diajukan oleh
bawahan uniuk mempercleh konsep vang benar;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan baik secara lisan, tulisan, berkala
maupun insidental kepada atazan;

l.  memberi saran dan perimbangan kepada atasan menyangkut Bidang Pendapatan;
m. malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
(4) Bidang Pendapatan membawahi :
a. Seksi Pendataan dan Penslapan;
b. Seksi Perimbangan;
¢. Seksi Penagihan,
Paragraf 1
Seksi Pendataan dan Penetapan
Pasal 8

(1) Seksi Pendataan dan Penatapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bartanggung jewab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok



PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 5?]7 TAHUMN uiﬂﬂf
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUMNAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

BUPATI GARUT,

Menimbang : & bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menterl Kehutanan
Momor P.51/Menhul-Il/2008 tentang Penggunaan Surat Keterangan
Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang
Berasal dari Hutan Hak, maka pardu ada pengaluran tentang petunjuk
pelaksanaannya;
b. bahwa umtuk maksud tersebut huruf a di atas, perdu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

Mengingat + 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1850);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 MNomor 68,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 36849,

3. Undang-Undang Momor 41 Tahun 1888 tentang Kehutanan
{Lembaran Megara Tahun 1989 Momor 167, Tambahan Lambaran
Megara Momor 3888) sebagaimana felah diubah dengan Undang-
Undang Momor 18 Tahun 2004 (Lembaran Megara Tahun 2004
Momor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 ftentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Momor 4437) sabagaimana telah diubah

Undang-Undang Momor 8 Tahun 2005 (Lembaran Megara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

5, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomar
668, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4206);



(2) Dalam melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pandataan dan Penetapan mempunyal fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan kebfjakan teknis bidang

pendataan, pandaftaran dan penetapan;

b. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendataan, pendaflaran dan

penatapan objek Pajak Daerah;

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan :

b.

malakukan pendataan dan pendafiaran Wajib Pajak melalul forrmulir untuk penggalian
polensi pajak;

menghimpun dan mengolah potensi Pajak Daerah sera melakukan pemaliharaan
dan pamutakhiran data yang dituangkan dalam kartu data; '
pembuatan dan pengumpulan Daftar Wajib Pajak serta memberikan Kartu Pengenal
Wajib Pajak serta Nomor Wajib Pajak Daerah (NFWPD) kepada Wajib Pajak ;
mencatat dan mengelompokan Daftar Wajib Pajak Daerah berdasarkan jenls Pajak
Daerah;

melakukan pendatasn kepada para wajib pajak dengan cara penyampaian (SPTDP)
yang digunakan sebagai dasar perhitungan danf/atau pembayaran pajak;

menerbitkan Nota Perhitungan Pajak sebagai dasar penentuan besamya pokok pajak
yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;

menyerahkan Sural Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Seksi Penagihan;
menghimpun dan membukukan seluruh Surat Ketetapan Pajak Daerah dalam buku
register SKPD tahunan;

menerma surat keberatan atau surat permohonan keringanan dari Wajib Pajak atas
Penetapan Perhitungan Pajak Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti termasuk memeriksa buku-buku dan catatan-
catatan serta dokumen dar Wajib Pajak sehubungan dengan adanya dugaan
kecurangan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Waijib Pajak;

member patunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlalku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

melakukan pemeriksaan lapanganfokasi terhadap Wajib Pajak sebagai bahan
perhitungan pajak;

pembuatan dan pangumpulan Daftar Wajib Pajak serta memberikan kartu pengenal
Wajib Pajak serta Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;

menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak;

membuat laporan tentang Formulic Pendaftaran Wajib Pajak yang balum diénma
kembali;

membuat laporan pelaksanaan fugas Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai
dengan rencana kerja guna bahan masukan kepada atasan;

menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran dan panatapan:

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penatapan sesuai
dengan rencana kerja guna bahan masukan kepada atasan;

melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan bidang
tugasmya,
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Paragraf 2
Seksi Perimbangan
Pasal 10

(1} Seksi Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
berianggungjewab langsung kepads Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan penmbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Perimbangan mempunyai fungsi ;

b.

pengumpulan dan pengolahan data serla panyiapan bahan kebijakan teknis bidang
perimbangan;

penyusunan pedoman eknis unfuk pengelolaan dana penmbangan yang melput
dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

(4) Uraian Tugas Kepala Seksi Perimbangan ;

b.

mangumpulkan dan mengolah urusan tugas permbangan sebagal bahan
penyusunan rencana kegiatan;
mefakukan inventarnsasi dan pengolahan sumber dana perimbangan keuangan yang
mefiputi Dana Bagl Hasll, Dana Alokasi Umum (DALU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK), Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang
diletapkan Pemerintah dan Dana Banfuan Keuangan dar Propinsi sera bantuan
lainnya:
melaksanakan kegiatan pendatean objek dan subjek PBB sera melakukan
penyampaian Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Sural
Fenetapan Objek Pajak (LSPOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh
Direktorat Jendaral Fajek kepada Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP
danfatau LSPOP tersebut dari Wajib Pajak;
meiakukan koordinasi dengan instansi leknis o tingkat Pusal dan Daerah atas
pekerjaan penagihan PEB dan sumber dana perimbangan lainnya yang telah
dilimpahkan oclah pamerintah tingkat atas;
melaksanakan monitoring/pembinaan pangelclaan dan menginventarisasi serta
menangani iunggakan PBE dan BPHTE lerhadap Desa/Kelurahan;
medakukan peromusan kebijakan Ieknis, pemberian bimbingan, pembingan,
koordinasi di bidang perimbangan keuangan;
membantu melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek PBB dan sumber dana
perimbangan lainmya yang barsumber dan pamerintah tingkat atas;
membantu dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT),
Surat Tagihan Paksa (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta
Sumber Dana Parimbangan lainnya;
melakukan kegiatan administrasi dana pefimbangan keuangan;
memaksimalkan pendapatan dar perimbangan Keuangan;
membuat laporan pelaksanaan fuges Bidang Permbangan sesuai dengan rencans
kerja guna bahan masukan kepada atasan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,
Paragraf 3
Seksi Penagihan

Fasal 11

(1) Seksl Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Penagihan mempunyai fungsi :

pengumpulan dan pengoclahan data serla penyiapan bahan kebijakan teknis bidang
penagihan,
. penyusunan pedoman teknis untuk palaksanaan panagihan obyek pajak.

{3) Uraian Tugas Kepala Seksi Penagihan :

mangumpulkan dan mengolah data urusan penagihan sebagal bahan penyusunan
rencana kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing:
¢. melakukan kegiatan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang bariaku;

[T—
T

¢ 3 = F

a

. manarbitkan Surat Paringatan atau Sural Teguran lain yang sejenis kepada Wajib

Pajak;
menyetorkan hasil penagihan Pajak Daerah ke Bendahara Penerimaan/Xas Daarah;
menarbitkan Surat Tanda Satoran (ST3);

melakukan pencatatan penerimaan dari pungutan/pembayaranpenyetoran Pajak
Daarah;

. melakukan penghitungan realisasi Pajak Daerah;

membuat laporan realisasi panarimaan dan tunggakan Pajak Daerah;

menerima SPPT PBE dar Kantor Pelayanan PBB dan mendistribusikannya baik ke
desafkelurahan maupun Wajib Pajak:

mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penarimaan lain di luar pajak;
mendokumentasikan surat yang berhubungan dangan panagihan;

. menyusun konsep sural dings bendasarkan perintah atasan:

membuat laporan pelaksanaan tugas bidang penagihan sesuai dengan rencana kerja
guna bahan masukan kepada atasan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atesan sesual dengan bidang
tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Parencanaan dan Anggaran
Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan betanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan pangelolaan paerencanaan dan anggaran daerah yang meliputi
parancanaan, anggaran dan analisa serta pengendalian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada asyat (1) Kepala
Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi ;

b.

penyusunan dan pengolahan data sevta penyiapan rencana kebijakan Bidang
Perencanaan dan Anggaran;

penyelenggaraan dan pengendalian kegialan kebijakan Bidang Perencanaan dan
Anggaran;

penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama untuk kelancaran fugas pokok dan fungsi.
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{3) Uraian Tugas Kepals Bidang Perencanaan dan Anggaran :

a. menyusun program kerja Bidang Perencanaan dan Anggaran berdasarkan kebiakan
teknis dan sasaran BPKD serta kondisi dinamis masyarakat;

b. mendistribuskan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
bidang tugas masing-masing;

c. member petunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para
bawahan;

d. menyelia kegiatan para bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Anggaran
untuk mengatahui kesasuaiannya dengan rencana kerja;

&. meangarahkan pelaksanaan fugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerja;

9. menyusun danatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas vang diajukan oleh
bawahan untuk mermperoleh konsep yang benar;

h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Anggaran bafk secara lisan,
tulisan, berkala maupun insidental kepada atasan;

i. member saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Bidang Perencanaan
dan Anggaran;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
hegasnya.

(4) Bidang Perencanaan dan Anggaran membawahi :
a. Seksi Perencanaan;

b. Seksi Anggaran;
¢, Seksi Analisa dan Pengendalian.

Paragraf 1
Seksl Perencanaan
Pasal 13
(1) Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
melaksanakan Parencanaan dan Penyusunan APBD dan Perubahan AFBD.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Perencanaan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data serls penyiapan bahan kebfjakan teknis
Ferencanaan Fendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembilayvaan;

b. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
APEBD.

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan

a mwﬂkan dan mengolah data perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan,

b. membagi tugas kepada para bawahan sesual dengan bidang tugas masing-masing;

. member pelunjuk kepada para bawahan sesuai dengan ketentuan vang bedaky
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kerja;
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f. mangontrol palaksanaan tugas Bidang Perencanaan ke lapangan wntuk mampeanolah
masukan;

g. menyusun danfateu memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan oleh
bawahan untuk mamparalah konsap yang banar,

h. mambuat lporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan sesual dengan rencana
kerja guna bahan masukan kepada atasan;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Anggaran
Pasal 14
(1) Seksi Anggaran dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungiawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai fugas pokok
melaksanakan pengelolaan anggaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Anggaran mampunyai fungsi -
a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan kebfiakan teknis Bidang
Anggaran;
b. penyusunan pedoman leknis unfuk pengelolaan angganan.
(3) Uramn Tugas Kepala Seksi Anggaran :

a. mengumpulkan dan mengolah data anggaran sebagai bahan panyusunan rencana
kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

¢ member pelunjuk kepada para bawahan sesuai dengan ketentuan yang beraku
untuk kelancaran palaksanaan tugas;

mameriksa hasil kera para bawahan agar sesual dengan rencana kerja;
rmengévaluasi hasil kerja para bawahan uniuk mengetahul prestasi kedga;
mengontrel pelaksanaan tugas Bidang Anggaran untuk mempercleh masukan;

menyusun danfatay memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan oleh
bawahan urtuk memperolah konsep yang benar,

h. membuat laporan pelaksanaan fugas Bldang Anggaran sesual dengan rencana kera
guna bahan masukan kepada atasan;

i. melaksanakan tugas-tugas kain yvang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Analiza dan Pengendalian
Pasal 16

(1) Seksi Analisa dan Pengendalian dipimpin cleh seorang Kepala Seksl yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
melaksanakan analisa dan pengendalian pelaksanaan APBD.

{2) Dalam malaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Saksi
Analisa dan Pengendalian mempunyai fungsi :

5 Aanfiandilaa dan aeseasishan Aaks 4 A aklslian balmmis zmaflas 8




14

b. penyusunan pedoman teknis untuk palaksanaan analisa dan pengendalian, proyeksi

pendapatan, alckasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan,
(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Analiza dan Pengendalian :

a. mengumpulkan dan mengolah data analizsa dan pengendalian ssbagal bahan
PEMYUSUNAN Mencana kegiatan;

b. mambagi tugas kepada para bawahan sesuad dengan bidang lugas masing-masing;

¢. maember petunjuk kepada para bewahan sesual ketentuan yang beraku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil kerja para bawahan agar sesuai dengan rencana kega;

a. meangevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi keda;

f. mangontrol palaksanaan tugas urusan analksa dan pengandalian ke lapangan untuk
memparckeh masukan;

g. menyuwsun danfatau memaenksa konsep-konsép naskah dinas yang diaukan oleh
bawahan untuk mamperolah konsép yang banar;

h. mambuat laporan palaksanaan tugas urusan analisa dan pangendalian sesuai dangan
rencana kerna guna bahan masukan kepada atasan;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan bidang
tugasmya.

Baglan Kalima

Bidang Belanja
Pazal 16

(1) Bidang Belanja dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tuges pokok melaksanakan
pengelolaan belanja daerah yang meliputi perbendaharaan pembiayaan dan belanja
pagawal,

(2) Untuk menyelenggarakan luges pokok sebagaimena dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Belanja mempunyal fungsk:

a penyusunan dan pengolahan data sers penyiapan rencana  kebijakan
perbendaharaan, pembiayean dan belanja pegawai;

b. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan kebijakan Bidang Belanja;
penyelanggaraan kKoordinasi dan kerasama untuk kelancaran fugas pokok dan
fungsi,

{3) Uraian Tugas Kepala Bidang Belanja :

a menyusun program kerja Bidang Belanja berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran
BFED sarta kondisi dinamis masyarakat;

b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tertulis

sesuai bidang tugas masing-masing,

c. memben pefunjuk kepada para baswahan untuk kelancaran pelaksanasan tegas para

bawahan;

d. memyelia kegiatan para bawahan di Ihgl-n.rrgan Bidang Balanja untuk meangatahu

kesasualannya dengan rencana keda masing-maging;

&, mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan mmmmn
telah ditetapkan;
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g menyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan olah
bawahan uniuk memperoleh konsep yang benar;

h. melaporkan pelaksanaan lujas Bidang Belanja baik secara lsan, tulisan, barkala
maupun insidental kepada atasan;

i. member saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Bidang Belanja;
|- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
{4) Bidang Belanja membawahi ;
a. Seksi Perbendaharaan;
b. Seksi Pemblayaan;

c. Seksi Belanja Pagawai,

Paragraf 1
Seksi Perbendaharaan
FPasal 17
(1) Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyal fugas pokok
melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.

{2) Dalam malaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a 13, la Saksi
Parbandaharaan mempunyai fungsi : SR .

a. pengumpulan dan pengelahan data serta penyiapan bahan kebjakan teknis Bidang
Perbendaharaan;

b. penyusunan pedorman teknis untuk palaksanaan perbendaharaan.
(3} Uratan Tugas Kepala Seksi Perbendabaraan ;

a, mengumpulkan dan mengolah dala wrusan perbendaharsan sebagai bahan
pényusunan rencana kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

€. mamber petunjuk kepada para bawahan sesuai kelentuen yang berlaku untuk
kalancaran pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil kerja para bawahan agar sesuai dengan rencana kerja;
e. mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerja;

f. mengontrol pelaksanaan fugas Bidang Perbendaharaan ke lapangan untuk
mempercleh masukan;

g. menyusun dan‘atau memariksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan oleh
bawahan untuk mamparalsh konsep yang banar;

h. membuat [poran pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sesuai dengan rencana
kerja guna bahan masukan kepada atasan;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Paragral 2
Seksl Pemblayaan
Pasal 18
(1) Seksi Pembiayaan dipimpin oleh seocrang Kepala _E-uhsl yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
melakzanakan pengelolaan pambiayaan daerah,

(2) Dalam malaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seks|
Pembiayaan mempunyai fungsi :
a. pemgumpulan dan pengolahan data serta penylapan bahan kebijakan teknis Bidang
Pambiayaan;
b. penyusunan pedoman laknis untuk palaksanaan pengolahan pembiayaan.
(3) Uralan Tugas Kepala Seksi Pembiayaan :

a. mengumpulkan dan mangolah data unusan pembiayaan sebagai bahan penyusunan
rancana kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tuges masing-rasing;

€. memberi petunjuk kepada para bawahan sesuai ketentuan vang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mamariksa hasil kafja para bawahan agar sesual dengan rencana kerja;
€. mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerja;

f. num::ﬂ‘nl pelaksanaan fugas lngkup Bidang Pembiayaan uniuk mempercieh
masu n;

g. menyusun danfalay memeriksa konsep-konsep naskeh dinas yang diajukan oleh
bawahan untuk mempenoleh konsep yang benar;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembiayean sesuai dengan rencana
kera guna bahan masukan kepada atasan;

I melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh alasan sesuai dengan bidang
lugasnya.
Paragraf 3

Seksl Balanja Pagawai
Pasal 19
(1) Seksi Belanja Pegawai dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
langsung kepada Kepala Bidang. mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolasn belanja pagawai.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Belanja Pegawai mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan deta serta pemylapan bahan kebjakan teknis bidang
pengelolasan gaji, tunjangan, penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil serta uang
representasi, tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala
Daerah dan \Wakil Kepala Daerah sera penghasilan dan penerimaan kainnya;

b. penyusunan pedoman teknis untuk pslaksanaan Balanja Pegawai,

(3} Uraian Tugas Kepala Seksi Belanja Pegawai :

a. mengumpulkan dan mengolah data urusan belanja pegawai sebagai bahan

pemusunan rencana kegiatan;
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c. member petunjuk kepadas para bewehan sesuai ketentuan yang berdaku untuk
kelancaran pelaksanaan fugas;

mermeriksa hasil kerja para bawahan agar sesual dengan rencana kerja;
mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerja;
mengontrol pelaksanaan tugas lingkup Belanja Pegawai uniuk memperoleh masukan;

menyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang disjukan oleh
bawahan untuk mempenckeh konsep yang benar;

h. membual laporan pelaksanaan lugas Bidang Belanja Pegawai sesuai dengan rencana
kera guna bahan masukan kepada alasan;

i. melaksanakan fuges-lugas lain yang diberiken oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

= =8 a

Bagian Keenam
Bidang Kekayaan
Pasal 20

{1) Bidang Kekayaan dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
berdanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melakeanakan
pengelolaan kekayaan daerah,

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Kekayaan mempunyai fungsi :

a. panyusunan dan pangclahan data sarta panyiapan rencana kebijakan teknis bidang
verifikasi, pembukuan dan inventansasi;

b. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan kebijakan Bidang Kekayaan,

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama uniuk kelancaran tugas pokok dan fungsi.

{3) Uraian Tugas Kapala Bidang Kekayaan :

a. menyusun program keda Bidang Kekayaan bardasarkan kebijakan teknis dan sasaran
EPKD serta kondisi dinamis masyarakal;

b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara ksan maupun tefulis sesuai
bidang fugas masing-masing,;

¢ memberi patunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. menyslia kegiatan para bawahan di lingkungan Bidang Kekayaan untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kena masing-masing;

e, mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengelahul prestas| kerja;

g. menyusun danfatau memeriksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan obeh
bawahan untuk memperoleh konsep yang benar;

h, melaporkan palaksanaan tugas Bidang Kekayaan balk sacara lizan, tulisan, barkala
maupun ingidental kepada atasan;

i, memberi saran dan perimbangan kepada atasan menyangkut Bidang Kekayaan,

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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{4) Bidang Kekayaan membawahi ;
a. Seksi Verfikasi;
b. Seksl Pembukuan;
€. Seksl Inventarisasi,
Paragraf 1
Saksl Verifikasl
Pasal 21
(1) Seksi Verifikasi dipimpin cleh seocrang Kepala Seksi yang bersda di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
melaksanakan verifikasi keuvangan dan barang deerah.

{2} Dalarm melaksanakan twgas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Verifikasi mempunyai fungsi :
a, pangumpulan dan pengolahan data serla penyiapan bahan kebijakan teknis bidang
verifikasi kewangan dan barang daerah;
b, penyusunan pedoman teknis unfuk pelaksanaan verifikasi kekayaan daerah.
{3) Uraian Tugas Kepala Seksi Verifikasi :
a. mengumpulkan dan mengolah data verifikasi sabagai bahan panyusunan rancans
kegiatan;
b. meneliti, menguji kebanaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban
atau bukti pangeluaran uang/dokumen LPJ dan keabsahan yang ditampirkan;
. mambankan rekomendasi atas keabsahan LPJ kepada atasan;
d. menghitung pengenaan PPR/PPh atas baban pangeluaran par rincian obyak:

& meregister pengesahan  swal  pertanggungjawaban  keuangan vang telah
ditandatangani atau disahkan;

f. mengelola dan memelihara tanda buktl pengeluaran atau laporan pertanggungjawaban
keuangan;

4. mengevaluasi kecocokan atau kesesualan surat pertanggungjawaban keuangan
bardasarkan pengalokasian dana yang telah ditetapkan;

h. memberikan peringatan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan ([PPTK)VBendaharawan delam hal  surat
perianggungjawabean  yang  tidak  sesuai dengan  dokumen-dokumen
keuanganfeteniuan yang beraky, serta keterdambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban;
menediti rencana pangadaan kebutuhan barang daerah;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi barang daerah;
rmsmbagl tugas kepada para bawahan sesual dengan bidang tugas masing-masing:
member pelunjuk kepada para bawahan sesual ketentuan yang berakuy unfuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengontrol pelaksanaan tugas lingkup Bidang Verifikasl untuk memperoleh masukan;

n. menyusun danfalau memerksa konsep-konsep naskah dinas yang digjukan cleh

bawahan untuk memperoleh konsep yang benar;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi sesuai dengan rencana keda

guna bahan masukan kepada alasan;

k'S ES

= e = =
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Paragraf 2
Seksl Pambukuan
Pasal 22

(1) Seksi Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempunyai fwgas pokok
melaksanakan peangelolaan pambukuan keuangan dan barang daerah;

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Fembukuan mampunyai fungsi ;
a. pengumpulan dan pengolahan data serta pemyiapan bahan kebijakan teknis
pembukuan keuangan dan barang daarah;

b. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pengelolaan pembukuan kekayaan
daerah.

() Uraian Tugas Kepala Seksi Pembukuan :

a. mengumpulkan dan mangolah data urusan pambukuan sabagai bahan penyusunan
rencana kegiatan,
meregister Surat Tanda Setoran (5T5) dan Surat Parintah Pencairan Dana (SP2D);
mencatat realisasi APBD ke dalarm buku jurnal penenmaan dan pengeluaran kas;
mambuat Laporan Realisasi APBD;

melaksanakan penilaian terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak
uniuk mempercleh nilai barang milik negara/daerah;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

g. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. memernksa hasil kera para bawahan agar sesual dengan rencana kerja;
i. mengevaluasi hasil kera para bawahan untuk mengetahui prestasi kera;

j-  mengontrol pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pembukuan uniuk mempenoleh konsep
yang benar;

k. menyusun dan‘atauy memerksa konsep-konsep nasksh dinas yang disjukan oleh
bawahan untuk mampercleh konsep yang benar,

. membual laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan sesual dengan rencana
karja guna bahan masukan kepada alasan;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

2 onF

-ty

Paragraf 3
Seksi Inventariaasi
Pasal 23

[1) Seksi Inventarsasi dipmpin oleh seorang Kepala Seksi yvang berada di bewah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang, mempuryal fugas  pokok
malaksanakan pengelolaan dan penghapusan barang dasrah;

[2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksl
Invantarisasi mampunyal fungs :

a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan kebijakan teknis
pangalolaan dan penghapusan barang daerah;
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(3] Uraian Tugas Kepala Saksi Inventansasi :
a. mengumpulikan dan mengolah data urusan inventarisasi sebagal bahan penyusunan
rencana kegiatamn;
b. mengolah dan menatausahakan barang milik negara/daerah, baik barang bergerak
maupun tidak bargerak;

¢. melakukan kerjgsama dengan pihak lain lentang pengelolaan barang daerah dalam
rangka peningkatan penenmaan sumber Penerimaan Asli Daarah (PADY:

d. melakukan penghapusan, pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah atas
barang bergerak maupwen lidak bergerak yang sudah tidak sesual dengan
perunfukanmya;

e, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pangalolaan barang, serda menyusun
dan mamparsiapkan Laporan Rekapitulasi Barang Milik Negara/Daersh

f.  melakukan sansus barang;

g. meneliti rencana kebutuhan barang daerah;

h. membagi tugas kepada para bawahan sasuai bidang tugas Masing-masing;
i

member petunjuk kepada para bawahan sesuai ketentuan vang beraku untul
kalancaran pelaksanaan tugas;

i memerksa hasil kerja para bawahan agar sesual dengan rencana kerjs;

k. mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerja;

. mengontrod pelaksanaan tugas (ingkup Bidang Inventarigasi untuk memperoleh
masukan:

m. memusun danfatas memenksa konsep-konsep naskah dinas yang diajukan oleh
bawahan untuk mempercleh konsep yang benar;

n. membual laporan pelaksanaan tugas Bidang Inventarisesi sesuai dengan rencena
kena guna bahan masukan kepada atasan;

0. melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dangan bidang
tugasnya,

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jebatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara
profasional berdasarkan kebutuhan

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsionel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdini atas
sejumiah pegewai dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesual dengan bidang keahliannya.

(2) Setlap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
clah seofang tenaga Fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga Fungsional
yang ada di ingkunganmya.

(3} Jumiah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifal. janis,
kebutuhan dan beban kefganya.

4} Jans dan (@&nang Jabatan Foengsional sebsgsimens dimaksud cada awval 745 diatar
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BAEB IV
TATA KERJA
Baglan Partama
Lirruern
Pasal 26

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BPKD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain
tidak dapat dipisahkan,

(2) Palaksanaan fungsi BPKD sebagal pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pangelolaan
keuangan daevah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan cleh Bidang, Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional menunut bidang tugasnya.

(3) Kepala BPKD, baik teknis operasional maupun teknis adminkstratif berada dibawah dan
benanggungjawab kepada Bupati dalam medaksanakan tugasnya, menyelenggarakan
hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

{4) Kepala BPKD selaku BUD untuk pelaksanaannya menunjuk pejabat sefaku kuasa BUD di
lingkungan satuan kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

{5} Satiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPKD dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan pringip koordinasl, imegrasi dan sinkronisasi.

(6} Setiap pimpinan organisasi di Engkungan BPKD wajib memimpin, memberikan bimbingan
dan petunjuk pelaksanaan tugas pokok serta pengendalian kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 27

(1) BPFKD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan
tepal wakiu kepada Bupati.

(2) Setiap pimpinan unil organisasi di lingkungan BPKD wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk  dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serla
menyampaikan laporan tepat pada waktunya,

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai |enis laporan dan cara panyampaiannya, berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang barlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 28

(1) Sekretaris mewakili Kepala BPKD apabila Kepala BPKD berhalangan dalam menjalankan
tugasnya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala BPKD dapal menunjuk salah seorang Kepala
Bidang berdasarkan seniontas dan kepangkatannya.
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BaAB W
KEPEGAWAIAN
Paszal 28

{1} Kepala BPKD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Pejabat di lingkungan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabal vang berwenang sesuai dengan peraluran perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30
Pembiayaan Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Garut

BAB VI

HKETENTUAMN PENUTLIF

Pasal 31

(1) Dengan berfakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45,
Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Keputusan Bupati Garut
Nomor 306 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut dan Keputusan Bupati Garut Nomor 311 Tahun 2004 tentang Tigas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, dicabut dan
dinyatakan tidak beriaku.

{2) Hal-hal yang belumn cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenal teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
~ Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal & -2
BUPATI GARUT

H. AGUS SUPRIADI
Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

MN
PEMBIMA UTAMA MADYA
NIP. 480 065 874
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6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13Menhut-II2005 tentang
Pedoman Pemanfaatan Hulan Hak:

7. Peraturan Menteri Kehutanan Momor F.18MWenhut-lIR2005 tentang
Perubahan Kebga Atas Keputusan Menten Kehutanan MNomor
1268/ pts- 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

8. Peraluran Menteri Kehutanan Momor P.51/Menhut-IF2008 tentang
Penggunaan Surel Keierangan Asal Usul (SKAU)  untuk
Pengangkutan Haszil Hutan Kayu yang Barasal dar Hutan Hak;

8. Peraturan Daerah Kabupatan Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Garnut (Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomar 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut NMomor 8 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Dasrah Tahun
2004 Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Penalavsahaan Hasil Hetan Hak [(Lembaran Deersh Tahun 2005
Momor 37).

Memperhatikan: Swral Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen

Kehutanan Nomor S, 1047NV-BIKPHHRZ006 tanggal 29 Desember 2008
perihal Penjelasan Permenhut Mo, P.51Menhut-1172005.

MEMUTUSKAM :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PETUNJUK PELAKSAMNAAN

PENGGUNAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
USUL {(SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YAMG
BERASAL DARI HUTAN HAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1.
2.

B SR R

Diaerah adalah Kabupaten Garut

Pamerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemarintahan daarah.

Bupati adalah Bupati Ganut,

Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ganut.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupatan Garut.

Dinas Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat,

Badan Hukum adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipueti persenoan
terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bantuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bantuk badan tainnya.
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8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibabani hak atas tanah.

10.Hasil Hutan Hak adalah benda-benda hayati yang berupa Hasll Hutan Kayu (HHK) dan
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta turunannya, beserta jasa yang dihasilkannya yang
berasal dari hutan hak.

11.Dokumen adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan danfafau surat keterangan
lainnya.

12 Hasil hutan kayu yang baerasal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh
masyarakat atau pemilik perkabunan.

13. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjulnya disingkat SKAU adalah surat kelerangan
sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkulan hasil hutan kayu yang barasal
dari hutan hak.

14. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.

15.Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Garut dalam wilayah kerja Kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat,

Fasal 2
Hutan hak dibuktikan dengan alas titelhak atas tanah berupa :
a. Serifikat hak milik, Leter C, atau Girik, untuk tanah milik;
b. Sedifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.

Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu
yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam

pengangkutanmya.

BAE I
TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN SKALU
Bagian Pertama
Penerbitan Dokumen SKAL
Pasal 4

SKAL digunakan untuk pangangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan
hak, yaitu : jenis kayu sengon (Parasenanthes falcatans), kayu karet (Havea braziblensis),
dan kayu kelapa (Cocos nucifera).

Pasal 5

{1} SKAL diterbitkan cleh Kepala Desa/Lurah di wilayah keranya dimana hasil hutan kayu
tersabut akan diangkut,

(2) Penerbit SKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ocleh Bupati
berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal &

(1) Dalam menarbitkan SKAL, Kepala Desallurah wajib melakukan pemeriksaan atas
kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilicannya yaitu dengan mengecek dan
memastikan bahwa haml hutan kayu tersebut berasal dari Iutam yanﬂ banar dan

TS N T T T—— 1 Hardfhhaml atoas foasah ook L P R T
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{2) Sebelum menerbitkan SKAL, Kepala Desallurah melakukan pengukuran alas kayu
yvang akan diangkut, dan dalam pelaksansannya dapat menunjuk salah satu aparatnya.

i3] Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan SKAU di wilayah
karjanya sesual dengan format yang telah ditetapkan.

Paszal T

(1) Dokumen SKAL hanya dapat dilerbitkan terhadap pengangkutan hasil hutan dari tempat
pengurnpulan hasil hutan yang diperoleh dari produksi hutan rakyat, tanah masyarakat
atau tanah parksbunan yang sah.

{2) Satiap Badan/Parorangan yang akan mengangkut kayu darl lempat pengumpulan kayu
yvang berasal dari produksi hutan rakyat, wajib mengajukan permaohanan dokumen SKAL
kepada pejabat penerbit, dengan dilampiri
a. daftar rencana hasil hutan yang akan dianghut;

b. asalusubbukti kepemilikan hasil hutan yvang akan diangkut,

Bagian Kedua
Pengizlan Dokuman SKAL
Pasal 8
{1) Tata cara pangisian dokumen SKAL diatur sabagai berikut :
a. Kolom Kabupaten : Diizi nama Kabupaten tempat azal hasil hutan,

yang pelaksangannya oleh Dinas sebelum
didistribusikan kepada Kepata DesaflLurah.

b. Kolom Berlaku selama ¢ Diisi sesuai dengan berakunya SKAL dengan
perkiraan wakiu tempuh nomal dan jarak
anghut,

¢. Kolom dani tanggel ... aid .. : Diisi sesuai tanggal penerbitan SKAU dan
berakhirmya masa berlaku SKAL,

d. Kolom Desa®elurahan . Ditisi nama Desa®elurahan termpal asal hasil
hutan.

e, Kolom Kecamatan ! Diesi nama Kecamatan tempat asal hasil hulan
cleh Pejabat Penerbit SKAL,

f. Kolom Kabupaien ; Diegi nema Kebupselen tempal asal hasi hulan
cleh Pejabat Penerbil SKAL.,

g. Kolom Asal Kayu

1). Bukii Kepemilikan : Disi jenis nama alas tlelhak alas tanah asal
hasil hutan yang akan diangkut (Sertifikat Hak
Milk/Lattar ClGnk'Serifikat/Hak Pakai.

2). Nomor . Diisi nomor dan tanggal surat bukti kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada nomaor 1.

2). Nama Pemilik : Diisi nama dan alamat langkap pemilikipanginm
hasil hutan.

4}, Tempat Muat : Dilsi alamat lengkap tempat pemuatan hasil
hutan yang diangkut.

5). Janis Alat Angkut - Diisi dengan jenis dan identitas alat angkut yang

digunakan,



h. Kolom Tujuan Pengangkutan

1). Nama Panarima : Diisi nama lengkap Penerima/Pembeli Hasil
Hutamn.
2). Alamat Penerima : Diisi alamat lengkap tempat pembongkaran hasil
hutan yang diangkut.
i. Kolom Hasil Hutan yang diangkut
1). Nomor . Dilsl dengan nomor wrul.
2). Jenis Kayu : Diiisi jenis hasil hulan yang akan diangkut
Contoh : Kayu Bulat Sangon
Kayu Olahan Sangon
3). Jumiah Batang : Diisi jumliah menurut satuan hasid hutan yang
akan diangkut (batang/kepingikatkarung).
4). Volume (M*/SM) : Diisi  ukwran dan volume/beral menurut
satuan hasil hulan yang diangkut,
§). Katarangan : Diisi dengan keterangan lain yang diperukan
terkail dengan hasil hutan yang diangkut.
] Kolom Penerbit : Dilsi dengan nama desa, tanggal penerbitan

dokumen SKAU, tanda tangan, nama lengkap
penarbit SKAU dan Cap Stempel DesalLurah.

{2) Janis jumlah dan volume yang diangkul dalam dokumen SKAL merupakan rekapitulasi
Daftar Hasil Hutan dan pencatatan hasil pemeriksaan dan pengukuran hasil hutan yang

akan diangkut.

{3) Dalam hal dokumen SKAU tidak cukup memuat rincian hasil hutan yang diangkut, maka
dapal dibuatkan Daftar Hasil Hutan sabagai lampiran SKALU, yang memuat fincian jenis,
jumiah, ukuran dan volume hasil hutan yang dianghut.

(4) Masa bertaku dokumen SKAL ditetapkan masing-masing penertit SKAU dengan
mempertimbangkan jarak dan wakiu tempubh,

{5) Setiap penyerahan dokumen SKAL wajib dilengkapi dengan Barita Acara Sarah Terma
Dok umen SHALL

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Dokumen SKAL
Pasal 9
{1) Katentuan masa berlaku SKAU hasil hutan hak paling lama 25 (dua puluh lima) han.

{2) Perhitungan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan
alas wakiu tempuh normal dan jarek pengangkutan serta jenis alat angkut dangan
ketentuan sebagai benkut :

a. masa beraku SKAU hasil hutan unluk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Barat,
DKl dan Bantan paling lama 3 (tiga) hari;

b. masa berlaku SKALU hasil hutan hak uniuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa
Tangah dan Yogyakaria paling lama 4 (empat) hari;

¢. masa barfaku SKAU hasil hutan hak untuk pengangkutan ke witayah Propinsi Jawa
Tirmur paling lama 5 (lima) hari.

(3) SKAL hanya beraku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis
komoditas hasil hutan untuk 1 (satu) alat angkut dengan 1 (satu) tujuan pengangkutan,

. {4} Apabila dalam 1 (satu) alat angkut terdapal beberapa partal Haszil Hutan Hak dengan
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BAB N
FORMAT DAN PENGADAAN BLANGKO
Pasal 10
{1) Blangko SKAU dibual sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Feraturan ini.
(2) Pengadaan blangko SKAU dilakukan oleh Dinas Propinsi, melalui percetakan umum.

(3) SKAU merupakan surat keterangan sahnya hasil hulan yang berlaku untuk salurub
wilayah Republik Indonesia.

{4) Pengambilan Blangko SKAL dilakukan cleh Kapala DesafLurah di Dinas Kehutanan atau
UPTD Kehutanan wilayah masing-masing disertal dengan Barila Acara sarah tenma.

Pasal 11
Blangko SKALU dibuat 4 (ampat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut ;
a. lembar ke-1 : manyertai kayu yang diangkul dan sakaligus sebagai arsip penenima;
b. lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas,
c. lembar ke-3 : untuk arsip pengirim;
d. lembar ke-4 : untuk arsip penerbit.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMNDALIAN
Pasal 12

{1) Kepaela Desa setiap bulan wajib melaporkan penerbitan SKALU kepada Kepala Dinas atau
melalul Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (LPTD) Kehulanan di Wilayahnya masing-
masing.

(2} Kepala Dinas seliap bulan melaporkan realisasi produksi dan peredaran kayu rakyat di
wilayahnya kepada Kepala Dinas Propinsi.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup distur daelam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14
Peraturan Bupali ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali
ini, dangan penampatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ganut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal & -2 -
/ BUPATI GARUT/j —=

G

K} 1. Acus supRiADI



Diundangkan di Garut

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.5i
LEMBARAN DAERAH KABUFATEN GARUT
TAHUN NOMOR
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